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B Penyebab Keharaman (1)

1. Najis (an-najasah).
Setiap yang najis hukumnya haram untuk

dikonsumsi. Misalnya daging babi, anjing, bangkai, Kategori Najis
darah, hewan ternak yang tidak disembelih secara
syar'l, dan makanan yang terkena najis. Sesuali Najis terbagi menjadi tiga bagian:
firman Allah SWT. 1. Najis mughalladhah (najis berat), yaitu
najisnya babi, anjing, dan turunan
s ks & ‘212.23.143@1.19‘5& ;;1 3|LAL_§...L>|§’J3 kec.i.uanya atau saltah satunyel.
@@U’J‘Jmmyw&)%&ﬁﬁ@y shius i 2. Najis mutawassithah (najis sedang),

yaitu najis selain keduanya.
3. Najis mukhaffafah (najis ringan), yaitu

Mutanajjis najisnya urine bayi laki-laki yang belum
berumur dua tahun dan tidak
- ada sesuatu yang diharamkan karena tersentuh mengonsumsi apapun selain air susu
najis. Sesuatu yang mutanajjis juga haram ibu
hukumnya untuk dikonsumsi. Sesuatu yang

terkena najis bisa menjadi suci kembali setelah
dicuci secara syar'i (tathhir syar'an).

« Point penting terkait dengan benda yang terkena
najis (mutanajiis) agar bisa dikonsumsi adalah
dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan cara
yang sesuai dengan ajaran Islam.
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B Penyebab Keharaman (2)

2. Kotor dan menjijikkan (/stigdzar).

seperti air liur, air mani, belatung, kecoa.

(157 8l ,e¥1) Esliadl ade a5ais wliglall 538 8xls
- arti “at-thayyibaf’ dalam ayat tersebut adalah apa yang
dianggap baik oleh orang Arab, sedang arti “al/-khobaits”

adalah apa yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh orang
Arab.

* Yang dimaksud orang Arab di sini adalah orang arab ketika
zaman nabi. Alasan kenapa persepsi orang arab zaman nabi
menjadi patokan dalam menentukan hukum, karena al-Quran
diturunkan di zaman mereka hidup sehingga dianggap lebih
mengetahui maksud dari apa yang ada di dalam al-Quran.
Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i,
dan mazhab Hanbali.
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B Penyebab Keharaman (3)

3. Berbahaya bagi kesehatan (dharar).
Seperti tumbuhan ataupun hewan beracun
(29 16 L) Lins 650 O8 Ul &) oS0kl 151245 3
(195 :3,5.11) a&LA1 J) (8050 15315 Y3
RS B HEES P LR ERR =S APLELRES
(oledl sly)) 1351 e JVES
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B Penyebab Keharaman (4)

4. Memabukkan (/skan)
Seperti minuman beralkohol (khamr).
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* Khamr VS Alcohol

» Setiap khamr pasti mengandung alcohol, tapi tidak
semua alcohol terkategorikan khamr

* Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik
berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya.

* Selain minuman yang memabukkan tidak otomatis
terkategori khamr, meskipun cair, seperti obat sirup.

 Setiap khamr hukumnya najis dan haram, meskipun
sedikit.

* Alkohol ada yang dari industry khamr dan ada yg
alcohol murni.
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B Penyebab Keharaman (5)

5. Binatang buas

yaitu binatang yang bertaring dan berkuku
tajam.
é?;ﬁ:;‘- wmlymld}ij» Jlﬁwl_ﬂ_cu_d:)_’co

((Q-LMLOQ‘}) <<)AJQJ1UA;AJML§JJS:).’C:§EM1UAQL

« "Dari lbnu Abbas (semoga Allah meridhainya), ia berkata.
Rasulullah SAW melarang setiap hewan buas yang bertaring
dan unggas bercakar tajam". (HR. Muslim)
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B Penyebab Keharaman (6)

6. Adanya dalil yang melarangnya (adam al-idzn

syar’an)
ljﬁu-u-c_?-» d\ﬁ:ﬂi Mg&éll&p&dlu_g L(p_gq_ul@’a)w\_cu_g
blj‘)) «u;\&)‘éjj-ﬂ-’—“ ~_c_l§_“3 b‘)LO_”’ . c l)“—”j a_;‘_:;cjl ﬁ)—?’J d—'ljl‘_? ]'°>1

(odesa

Dari Aisyah (semoga Allah meridhainya), Rasulullah SAW Bersabda.
“lima hewan fasiq yang dapat dibunuh di luar atau di dalam tanah
haram, yaitu,; ular, gagak, tikus, anjing yang galak dan rajawali”. (HR.
Muslim)

n_ib.\_” R Ejl d_xﬁ u_{: Yq.l_;ué 4.d.£ d..l.ﬂ g\qa d..LH Jj_u.’) ‘51‘;» J‘ﬁ u—uu.’c u;l O
(d>la (a9 299l 3;13 Aol slgy) <<._3)_,,a_ﬂj M_Lﬁjlj dxdlj 4.1.:;4.“
“Dari Ibnu Abbas (semoga Allah meridhainya), ia berkata:

“Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam binatang:
semut, lebah, burung hud-hud, dan burung suradi.”(HR Ahmad, Abu

Dawud dan Ibnu Majah)
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B Prinsip Penetapan Fatwa Halal MUI

1. Penetapan fatwa Produk Halal menggunakan sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa
MU

2. Prinsip Khusus Penetapan Fatwa Produk Halal

« Menggunakan pendapat yang tawassuth , yaitu pendapat yang moderat, bukan yang
tasyaddud atau tasahul

« Dalam hal penetapan kehalalan produk menggunakan prinsip: “al akhdhu bil ahwath”
dan "al khuruj min al khilaf ™.
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- Kedudukan Auditor

« Setiap rangkaian proses sertifikasi merupakan bagian
dari proses penetapan fatwa halal. Termasuk tahap
pemeriksaan bahan dan proses produksi oleh auditor.

» Auditor merupakan saksi komisi fatwa untuk
mengetahui secara pasti bahan dan proses produksi.

« Ketepatan putusan komisi fatwa sangat bergantung
pada validitas pemeriksaan auditor.

2 )45 58 B oot Je 5

« Karena itu, tanggungjawab auditor bukan hanya
dunyawi saja, tapi juga ukhrawi.
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~ harus ada pencuman secara syar i

- Produksi tidak tercemar bahan najls T
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B Titik Kritis Mikroba/Produk Mikrobial & Vaksin

Perlu diperhatikan:

a.
» Bahan dari tubuh manusia =

b. Proses Produksi:
» Tata cara pencucian produk
» Tata cara pencucian alat

Media Pertumbuhan:

ditolak

» Intita’bahan dari babi = ditolak
» [khtilath bahan najis non babi

=>dilanjutkan

Ketentuan Hukum :
1.

2.

3.

Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan
tidak terkena barang najis.

Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci

hukumnya halal

Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis,
apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka
hukumnya halal setelah disucikan.

Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media
pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media
pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba
dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.

Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan
unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.

Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada
media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara
syar'i (tathhir syar'an), yakni melalui produksi dengan komponen
air mut/ag minimal dua qullah [setara dengan 270 liter]) hukumnya
halal.

FATWA MUI Tentang PENGGUNAAN MIKROBA DAN
PRODUK MIKROBIAL DALAM PRODUK PANGAN

Ketentuan Umum :

1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran
sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya
dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop.

2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan
/> bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu

d sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara
lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut
organik, dan asam amino.
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FATWA MUI Tentang PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI,
dan AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN
KOSMETIKA

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

a. penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan dan
bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;

penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;

c. penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh
dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap --atau menjadi-- baik dan
indah;

d.  dharurat adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan
dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.

........ (@s. al-Isra' [17]: 70).

- - g o 2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ
..................................... manusia (juz’U/—}hS&n) hukumnya adalah haram'

3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir
1.b hukumnya adalah haram.

4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ
manusia hukumnya adalah haram.

5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam
keadaan dharurat syar’iyah.

6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau
menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian
organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
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B» Bahan dari Tubuh Manusia (2)

Kedua: Ketentuan Hukum

FATWA MUNAS X MUI TAHUN 2020
TENTANG PENGGUNAAN HUMAN DIPLOID CELL UNTUK
BAHAN PRODUKSI| OBAT DAN VAKSIN

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Human Diploid Cell (sel diploid manusia) adalah sel yang memiliki
jumlah kromosom ganda yaitu memiliki dua set kromosom yang
berjumlah 46.

2. Sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang membentuk jaringan
serta organ manusia.

3. Bahan adalah bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong
yang digunakan dalam pembuatan obat atau vaksin.

1.

Pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan
obat atau vaksin hukumnya haram, karena bagian tubuh manusia juz u al insan wajib
dimuliakan
Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan dharurah syar iyah atau kebutuhan mendesak
hajah syar iyah penggunaan human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya
boleh dengan syarat:
Tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan bahan
yang berasal dari sel fubuh manusia
Obat atau vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi pengobatan penyakit berat yang
jika tanpa obat atau vaksin tersebut maka berdasarkan keterangan ahli yang kompeten
dan terpercaya diyakini akan timbul dampak kemudaratan lebih besar
Tidak ada bahaya (dharar) yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup
orang yang diambil sel fubuh nya untuk bahan pembuatan obat atau vaksin
Apabila sel tubuh manusia yang dijadikan bahan obat atau vaksin bersumber dari embrio
maka harus didapatkan melalui cara yang dibolehkan oleh syariat seperti berasal dari
janin yang keguguran spontan atau digugurkan atas indikasi medis atau didapatkan dari
sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IVF (in vitro fertilization)
Pengambilan sel tubuh manusia harus mendapatkan izin dari pendonor
Dalam hal sel tubuh berasal dari orang yang sudah meninggal harus mendapatkan izin
dari keluarganya
Sel tubuh manusia yang menjadi bahan pembuatan obat atau vaksin diperoleh dengan
niat tolong menolong ta awun tidak dengan cara komersial
Kebolehan p emaanfaatannya sebatas untuk mengatasi kondisi kedaruratan (dharurah
syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar iyah) 15
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. Kesmpulannya produk yang dalam proses:produksmya
A1 menggunakan medla yang bahannya berasal dari bahan najlsf--f-f-f-ff
~non bab| maka dalam proses setelahnya harus_ada R
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B Fatwa MUI

FATWA MUI Tentang CARA PENSUCIAN EKSTRAK RAGI (YEAST
EXTRACT) DARI SISA PENGOLAHAH BIR (BREWER YEAST)

Pertama Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstrak ragi (yeast extract) ialah produk yang berupa isi sel
ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel
ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian
dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk
berbagai produk pangan dan suplemen stelah melalui
beberapa tahapan proses.

2. Ragisisa pengolahan bir (brewer yeast) ialah ragi yang
dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan
sentrifugasi.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Ekstrak ragi (yeast extract) dari sisa pengolahan bir

(brewer yeast) hukumnya mutanajjis (barang yang terkena

najis) yang menjadi suci setelah dilakukan pencucian
secara syar’i (tathhir syaran).

adalah dengan salah satu cara sebagai berikut:

Pensucian secara syar’i sebagaimana dimaksud point satu

a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan

warna birnya.

b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa,

bau dan warna birnya.

3. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana point
nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari

bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan

maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.
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B Titik Kritis Produk Mengandung Alkohol (1)

Perlu diperhatikan:

a. Sumber Asalnya:
» Industri khamr = ditolak
» Bukan dari industri khamr

b. Batasannya:
Di bawah 0,5% (khusus utk
minuman)
» Tidak membahayakan
» Tidak utk disalahgunakan (khusu
untuk obat)

FATWA MUI : 11 Tahun 2009 Tentang HUKUM
ALKOHOL

Pertama :Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari
anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.

2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik
apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus
hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum
senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R
adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.

3. Minuman beralkohol adalah :

a. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di
antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat
secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis
bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau

b. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang
ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1.

Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
umum hukumnya haram.

Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.

Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari
khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah
tidak najis.

Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr,
dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal
dari bukan khamr.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan,
minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil
sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non
khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan
obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil
sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non
khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan
obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan.
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B Titik Kritis Produk Mengandung Alkohol (2)

FATWA MUI : 10 Tahun 2018 Tentang
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG
ALKOHOL/ETANOL

Kedua : Ketentuan Hukum
1.

Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang

mengandung alkohol):etanol (C,H;OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang

rbnasukkkategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun
anyak.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil
sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr)
untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak
membahayakan.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil
sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr)
untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak
membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C,H,OH) pada produk akhir
kurang dari 0.5%.

Penggunaan produk-antara (/ntermediate product) yang tidak dikonsumsi
langsung seperti flavouryang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk
bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak
membahayakan.

Penggunaan produk-antara (/ntermediate product) yang tidak dikonsumsi
langsung seperti ﬁavour%ang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk
bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak
membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C,H.OH) pada produk akhir
kurang dari 0.5%.

Ketiga : Ketentuan Terkait Produk Minuman yang
Mengandung Alkohol

1. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya
haram.

2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung
alkohol/etanol minimal 0.5%, hukumnya haram.

3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung
alkohol/etanol kurang dari 0.5% hukumnya halal jika
secara medis tidak membahayakan.

4. Produk minuman non fermentasi yang mengandung
alkohol/etanol kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari
khamr hukumnya halal, apabila secara medis tidak
membahayakan, seperti minuman ringan yang
ditambahkan flavouryang mengandung alkohol/etanol.

Keempat
Alkohol/Etanol

haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.

non khamr hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak
menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak
membahayakan.

maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.

menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak
membahayakan.

5. Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.

: Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung

1. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol
hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan

2. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol

3. Vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya

4. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang
mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak
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B Titik Kritis Produk Mengandung Alkohol (3)

FATWA MUI : 40 Tahun 2018 Tentang PENGGUNAAN
ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

FATWA MUI : 11 Tahun 2018 Tentang PRODUK
KOSMETIKA YANG MENGANDUNG ALKOHOL/ETANOL

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan,
baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak
ataupun tidak.

2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu
senyawa kimia dengan rumus (C,H;OH).

3. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang
digunakan untuk membersihkan, menjaga,
meningkatkan penampilan, mengubah penampilan,
digunakan dengan cara mengoles, menempel,

memeruk, atau menyemprot. Kedua : Ketentuan Hukum

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr
adalah najis, dan penggunaannya hukumnya
haram.

2. Penggunaan alkohol/etanol pada produk
kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol
yang digunakan bukan berasal dari industri khamr
(baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari
petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non
khamr) dan secara medis tidak membahayakan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1.

Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak
melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan
obat yang suci dan halal.

Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obatan-obatan
digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan
untuk konsumsi. Dengan demikian, ketetuan hukumnya berbeda
dengan minuman.

Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari khamr hukumnya
Haram.

PenEgunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr
(baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun
hasil industri fermentasi non khamrg untuk bahan obat-obatan cair
ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat:

a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.

b. Tidak ada penyalahgunaan.

c. Aman dan sesuai dosis.

d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.
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Perlu diperhatikan:

a.

b.

Asalnya:
» Hewan halal atau tidak
» Hewan halal disembelih dg cara islam atau
tidak.

Proses penyembelihan:

» Penyembelih muslim

» Alat penyembelihan tajam

» Pemingsanan. Pastikan:
-tidak menyebabkan mati.
—tidak luka permanen

» Memotong 4 urat y

» Proses pengulitan setelah mati

» Penyimpanan tidak campur dg non halal

FATWA MUI 12 Tahun 2009 Tentang
STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai
dengan ketentuan hukum Islam.

2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan
setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan,
pencincangan, dan pemotongan daging.

3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui
pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar
pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.

4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih
dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.
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K

etentuan Hukum :

A. Standar Hewan Yang Disembelih

1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh
dimakan.

2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.

3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan
vang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

B. Standar Penyembelih

1. Beragama Islam dan sudah akil baligh.

2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.

3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

C. Standar Alat Penyembelihan

1. Alat penyembelihan harus tajam.

2. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

D. Standar Proses Penyembelihan
1.

Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan
menyebut asma Allah.

Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui
pemotongan saluran makanan (mari/esophagus), saluran
pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah
(wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).

Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai
tanda hidupnya hewan (Ahayah mustagirrah).

Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan
tersebut.

m

. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam

keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.

Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang
halal dan nonhalal.

Dalam proses pengiriman daging, harus ada
informasi dan jaminan mengenai status
kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti
pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer),
pengangkutan (seperti pengapalan/shipping),
hingga penerimaan.

F. Lain-Lain

1.

2.

Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan
ke kiblat.

Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara
manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan
semacamnya.

Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses
penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:

a. stunning hanya menKSg]aa?:li(:r? Shee;\{\éatrujingsan sementara,

tidak menyebabkan ak menyebabkan

cedera permanen;

b. bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;

pelaksanaannya sebagai bentuk /Asan, bukan untuk
menyiksa hewan;

peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya
syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan
nonhalal (E)a i) sebagai langkah preventif.

e. Penetapan ketentuan stunnmghpemilihan jenis, dan teknis

pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang
menjamin terwujudnya syarat a, b, ¢, dan d.

4. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.
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FATWA MUI Tentang KEPITIN G

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak
menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Kedua :Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

a. Jangkrik adalah binatang serangga yang
sejenis dengan belalang.

b. Membudidayakan jangkrik untuk diambil
manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya,
untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah
boleh (mubah, halal), sepanjang tidak
menimbulkan bahaya (mudarat).

FATWA MUI tentang MAKAN DAN BUDIDAYA
CACING DAN JANGKRIK

Pertama :Hukum yang berkaitan dengan cacing

a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam
kategori a/-hasyarat.

b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn
Abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan
cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan;
dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.

c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak
untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri
manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk
dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).
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FATWA MUI Tentang
HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk
kategori hasyarat.

2. Hukum memakan Aasyarat adalah haram menurut jumhur
Ulama (Hanafiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah),
sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada
manfaat dan tidak membahayakan.

3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga
membudidayakan dan memanfatkannya untuk
kepentingan konsumsi.

FATWA MUI Tentang PEMANFAATAN BEKICOT
UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

Pertama Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang
suci.

2. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-
pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar,
hukumnya mubah, sepanjang bermanfaat dan
tidak membahayakan.
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FATWA MUI Tentang HUKUM HEWAN TERNAK
YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAIJIS

Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

+ Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari
bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku
Eang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan
aku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi,
baik daging maupun susunya.

2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari
hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak
perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya
maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak
Eerubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka

ukumnya haram.

3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya
atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh
diperjualbelikan.

FATWA MUI Tentang KOPI LUWAK

Pertama . Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

* Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang telah
dipilih dan dimakan oleh luwak (paradoxorus hermaproditus)
kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

a. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.
b. dapat tumbuh jika ditanam kembali.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kopiluwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum
adalah mutanajjis (barang terkena najis).

2. Kopiluwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum
adalah halal setelah disucikan.

3. Mengonsumsi kopi luwak sebagaimana dimaksud angka 2
hukumnya boleh.

4., gﬂel!n%produksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya
oleh.
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FATWA MUI Tentang SARANG BURUNG WALET

Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

* Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung
walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung
vang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah
(air liur) yang telah mengering.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan umum adalah suci dan halal.

2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau
terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan
secara syar’i (tathhir syar’i) sebelum dikonsumsi, yang tata
caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.

3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

FATWA MUI Tentang PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN
TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA
SYAR’| UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Pertama Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan Halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh
dimakan (ma’ku/ al-/ahm) dengan syarat terpenuhi
ketentuan syar’i, seperti disembelih secara syar’i.

2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa
disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak
sesuai dengan ketentuan syar’i.

Kedua : Ketentuan Hukum
1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh

manusia adalah suci, tetapi haram dimanfaatkan untuk
kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (ma‘ku/ al-lahm)
yang disembelih secara syar’i hukumnya halal untuk
kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan
penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk
barang gunaan non pangan, termasuk untuk obat luar dan
kosmetika luar.

Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk
yang tidak disembelih secara syar’i statusnya suci dan boleh
dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk
untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi haram untuk
dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan.
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FATWA MUI TTG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN
HALAL UNTUK BAHAN OBAT

Kedua : Ketentuan Hukum

pertama Ketentuan Umum 1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (ma’ku/ al-lahm)

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: yang disembelih secara syar’i untuk kepentingan

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang konsumtif hukumnya boleh.
terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang
menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui 2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (ma’ku/ al-lahm),
pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan yvang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari
sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. janin untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak
2. Masyimah ada dua jenis; membahayakan.

pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin.
Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan
pula bagian dari janin.

3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan
halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar’i, untuk

3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau bahan obat hukumnya haram.

yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan
ketentuan syar’i.
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FATWA MUI TTG HUKUM PEWARNA MAKANAN
DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

Pertama : Ketentuan Umum:
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan
makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

2. Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak
persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga
Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak
membahayakan.

Pertama

FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI
BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1.

Kedua :
1.
2.

Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi
insekta Laccifer lacca Kerr (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya.
Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu
Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan
lingkungan.

Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada
tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan dan
bereproduksi pada berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman kesambi,
plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya
berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat
penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

Ketentuan Hukum
Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah suci.

Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam
produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya halal, selama
bermanfaat dan tidak membahayakan.
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FATWA MUI TENTANG HUKUM
MENGONSUMSI DAGING KANGURU

Pertama : Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud kanguru dalam fatwa ini ialah binatang meyusui
{mamalia), berkantung (marsupialia), dan memiliki dua kaki belakang
ebih panjang dari dua kaki depan.

2. Kanguru sebagaimana di atas merupakan binatang:
a. pemakan tumbuh-tumbuhan (herbivora).
b. tidak termasuk binatang buas.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum
merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (ma’kul al-lahmi).

2. KanEuru sebagaimana dimaksud pada angka 1 hukumnya halal setelah
dilakukan penyembelihan secara syar’i.

3. Kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib
dilindungi.
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Perlu diperhatikan:

» Tidak membahayakan
» Dicuci secara syar’i

Kosmetika. Perlu diperhatikan:

» Tidak menggunakan bahan najis

» Tidak menggunakan bahan dari tubuh
manusia

Tidak kedap air

>
» Tidak membahayakan

FATWA MUI TENTANG HUKUM PRODUK YANG
DIHASILKAN LEBAH

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1.

Propolis (lem Iebah? ialah produk tumbuhan tertentu yang diambil oleh lebah
pekerja melalui mulutnya, lalu disimpan sementara di kakinya, kemudian
dipergunakan untuk menambal sarangnya.

Bee pollen (roti lebah) ialah serbuk sari bunEa d’antan yang diambil oleh lebah
ebkegja dan digunakan sebagai makanan pokok dari seluruh koloni madu
ebah.

Royal jelly (susu lebah) ialah cairan putih yang mempungai penampilan
seperti susu yang dihasilkan keIenH'ar hypopharyngeal lebah pekerja untuk
digunakan sebagai makanan ratu [ebah dan larva lebah.

Bees Wax (lilin lebah) ialah lilin alami yang dihasilkan dari kelenjar lilin yang
terdapat pada bagian bawah perut lebah pekerja.

Apitoxin (racun lebah) ialah racun yang dihasilkan dari kelenjar racun lebah
pekerja pada saat menyengat, dalam bentuk cairan bening dengan bau tajam,
rasanya pahit dan pedas, aromanya spesifik serta cepat kering.

Sarang Lebah (Comb}adalah struktur &ang digunakan oleh lebah sebagai
tempat tinggal dan membesarkan anak-anaknya. Bagian dalam dari sarang
lebah berlﬁ)_a kumpulan struktur berbentuk heksagonal yang terbuat dari
semacam lilin.

Kedua : Ketentuan Hukum

1.

3.

Propolis (lem lebah), bee pollen (rotilebah), royal jelly
(susu lebah), dan bees wax(lilin lebah), dan comb (sarang
lebah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum
adalah suci dan halal.

Mengonsumsi propolis (lem lebah), bee pollen (roti
lebah), royal jelly (susu lebah), bees wax (lilin lebah), dan
comb (sarang lebah), sebagaimana ketentuan nomor satu
hukumnya boleh.

Apitoxin (racun lebah) sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan umum adalah suci dan boleh dimanfaatkan
untuk kepentingan manusia, selagi tidak membahayakan.

Memproduksi dan memperjual-belikan propolis (lem
lebah), bee pollen (roti lebah), royal jelly (susu lebah),
bees wax (lilin lebah), comb (sarang lebah), dan apitoxin
(racun lebah) hukumnya boleh.
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’

»
»
>

Perlu diperhatikan:

Tidak menggunakan bahan
najis

Tidak menggunakan bahan dari
tubuh manusia

Tidak membahayakan

Tidak disalahgunakan

FATWA MUI TTG OBAT DAN PENGOBATAN

Pertama : Ketentuan Hukum:

1.

o

Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan
p%rawatan esehatan yang merupakan bagian dari menjaga A/-Dharuriyat Al-
Kham.

Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang
tidak melanggar syariat.

Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan
yang suci dan halal.

Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya
haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
digunakan pada kondisi keterpaksaan (a/-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan
tang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi
eterdesa kan)/ang setara dengan kondisi darurat (a/-hajat allati tanzilu
manzilah al-dfarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan
maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada
obat yang halal.

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar
hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.
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2.

FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN PLASMA
DARAH UNTUK BAHAN OBAT

Pertama : Ketentuan Umum
1.

Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi (tidak
terpisah) dalam suatu cairan intra seluler, berfungsi untuk tranportasi, proteksi,
daln relﬁgdulas}i{ Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan
sel-sel darah.

Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, di
mana sel-sel darah, nutrisi dan hormon mengapung. Plasma darah dipisahkan
dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi)
sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih
berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas. Plasma merupakan unsur darah,
dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya; warna, bau dan rasa
berbeda dengan darah.

Kedua : Ketentuan Hukum
1.

Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai
bahan obat dan produk lainnya.

Plasma darah sebagai mana yang dimaksud pada poin dua di ketentuan umum
di atas hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan:

a. hanya untuk bahan obat;

b. tidak berasal dari darah manusia;

c. berasal dari darah hewan halal.

FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR
(MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM
INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1.

Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya
hukumnya haram.

Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram
karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal
dari babi.

Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (Sll), pada
saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

a. Ada kondisi keterpaksaan (d/arurat syar’iyyah)

b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang
bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum
adanya vaksin yang halal.

Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3
tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.
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Pertama

2.

FATWA MUI TENTANG IMUNISASI

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
1.

Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan
tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa
mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi
dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin
mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein
rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan
kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif
terhadap penyakit tertentu.

al-Diaruratadalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak
diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.

al-Hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi
maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada
seseorang.

Kedua
1.

Ketentuan Hukum:

Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubaf? sebagai bentuk
ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan
mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal
dan suci.

Peng%unaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau
najis hukumnya haram.

Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak
dibolehkan kecuali:

a. digunakan pada kondisi a/-dlarurat atau al-hajat;
b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan

c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan
dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan
menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan
permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan
ahlj.gang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya
wajib.

Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan
ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang
membahayakan (dfarar).
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FATWA MUI TENTANG REKAYASA GENETIKA DAN
PRODUKNYA

Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Gen atau DNA (Deoxyribose Nucleac Acid) adalah
Substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke
generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat
antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam
kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan
sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada
peristiwa pembelahan sel.

2. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan
manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk
mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah
sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan
tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua
golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat
rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.

Kedua
1.

: Ketentuan Hukum

Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan
dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boIeFl), dengan syarat :
a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);

b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik
pada manusia maupun lingkungan; dan

c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari
tubuh manusia.
Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh
digunakan, dengan syarat :
a. bermanfaat; dan
b. tidak membahayakan

Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat :

a. Hewannya termasuk dalam kategori ma’kul/ al-lahm (jenis
hewan yang dagingnya halal dikonsumsi)

b. bermanfaat; dan

c. tidak membahayakan
Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan
kosmetika adalah hala%dengan syarat :

a. bermanfaat

b. tidak membahayakan; dan

c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal
dari yang haram.
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FATWA MUI TTG PENGGUNAAN PARTIKEL EMAS
DALAM PRODUK KOSMETIK BAGI LAKI-LAKI

Kedua : Ketentuan Hukum

Pertama . Ketentuan Umum * Penggunaan kosmetika yang mengandung bahan

partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh dengan

ketentuan sebagai berikut;

a. dimaksudkan untuk kepentingan yang

2. Partikel emas berasal dari garam emas (yang biasa dibolehkan secara syar’i.
ditemukan di alam), kemudian direduksi sehingga
didapatkan partikel emas murni (Au). Partikel emasi ini
kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel
emas dalam ukuran yang sangat kecil (hano partikel).

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Partikel emas adalah bagian terkecil dari emas.

b. ada kemanfaatan dan aspek bahaya (madfarrat)
dalam penggunaan partikel emas telah hilang
(tidak membahayakan).

Partikel emas ini kemudian dilarutkan dalam bahan cair.
Larutan yang berisi partikel emas ini kemudian digunakan
sebagai bahan kosmetik.
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FATWA MUI TENTANG STANDAR KEHALALAN
PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan
untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan,
merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles,
menempel, memercik, atau menyemprot.

2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar’i yang bersifat
penyempurna (tertier), yang tidak sampai pada tingkat dlarurat
ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam

eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.

3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada
yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori
haajiyyat dan ada yang masuk kategori tahsiniyyat.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan
syarat:

a. bahanyang digunakan adalah halal dan suci;
b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar’i; dan
c. tidak membahayakan.

2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh)
yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.

3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang
menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan
syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar’i).

4, Pen/%gunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada
rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.

5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan
hEkum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-
obatan.

6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan
menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi
atau gen manusia hukumnya haram.

7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif,
dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau
lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh
tahrim, sehingga harus dihindari.

8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang
tidak diketahui media pertumbuhan mikroban?/a apakah dari babi, harus
dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.
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